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Pendahuluan

1.1
Sejarah perusahaan

1.1.1
Sejarah Departemen Komunikasi dan informatika Jakarta

  Upaya peningkatan peranan dan perluasan jaringan akses informasi dan komunikasi diberbagai negara, tampak akan semakin meningkat sejalan dengan telah dirumuskannya frame work/program global dalam pertemuan dunia/KTT tentang Masyarakat Informasi (WSIS - World Summit on the Information Sosiety) di Geneva bulan Desember 2003, inti dari keputusan tersebut ialah suatu kesepakatan untuk mewujudkan masyarakat informasi dimana semua negara berusaha agar seleuruh perdesaan, lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, dan lembaga pemerintahan terhubung dalam satu jaringan sehingga interaksi dalam berbagai aspek di seleuruh dunia dapat dilakukan secara mudah dan cepat melalui dukungan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). 

Kesepakatan WSIS 2003 tersebut ditindaklanjuti dengan pertemuan WSIS Tahun 2005 di Tunisia yang menekankan pelaksanaan dan pemerataan Aksibilitas Masyarakat atas informasi dan teknologi informasi dan komunikasi.

Bagi Indonesia target program global untuk mewujudkan masyarakat informasi ini merupakan tantangan dan peluang dalam pebangunan dibidang komunikasi dan informasi. Selain itu diformulasikan  perangkat hukum yang kondusif bagi akses dan pemerataan informasi, penyebaran informasi publik yang terbuka dan penguatan komunikasi serta pengkajian sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang profesional, selaras dengan tuntutan ke depan. Setelah Presiden dipilih melalui sistem pemilihan langsung oleh rakyat, melalui pembentukan "Kabinet Indonesia Bersatu" telah dilakukan  integrasi lembaga-lembaga yang menangani fungsi komunikasi dan informasi yang semula di tangani oleh lembaga yang terpisah yaitu Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, Kementrian Komunikasi dan Informasi, serta Lembaga Informasi Nasional menjadi satu Departemen Komunikasi dan Informatika melalui  Peraturan Presiden Nomor 9, Nomor 10 dan Nomor 15 Tahun 2005.

1.1.2
Sejarah Humas Departemen Komunikasi dan Informatika          Jakarta

Secara singkat telah dijelaskan diatas mengenai HUMAS, bagian tempat penulis PKL. Tetapi di sini penulis akan menjelaskan secara rinci tentang HUMAS beserta bagian dan subbagiannya. 


Pada mulanya HUMAS berada di Biro Umum, akan tetapi pada akhir tahun 2008 HUMAS berada dibagian Pusat Pelayanan Informasi (PPI) dan berganti nama menjadi Pusat Pelayanan Informasi dan Humas (PIH). Di bawah ini adalah uraian mengenai Pusat Pelayanan informasi dan Humas bersumber dari PERMEN Kominfo no. 25 tahun 2008. 

Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat adalah unsur pelaksana tugas tertentu departemen yang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal. Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Pusat.

Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan informasi, promosi dan publikasi kepada publik baik langsung maupun melalui media.

Tugas, Fungsi dan Sasaran

Secara nasional, pemerintah terus memegang komitmen dalam fasilitasi serta pengembangan layanan informasi publik sesuai dengan amanat Pasal 28 F UUD 1945. Informasi publik kian penting artinya dalam menghadapi tantangan pembentukan karakter bangsa di tengah pergaulan dunia global. 

Badan Informasi Publik Departemen Komunikasi dan Informatika dibentuk untuk mengelola informasi guna kebutuhan seluruh elemen bangsa dan negara. Sejak awal dibentuk, Badan Informasi Publik berupaya mengembangkan layanan di bidang komunikasi dan informasi secara tepat dan sinergis dengan perkembangan teknologi yang ada.

Tugas Badan Informasi Publik

Badan Informasi Publik memiliki tugas melaksanakan pelayanan informasi publik.  

Fungsi Badan Informasi Publik 

· Perumusan kebijakan teknis pengelolaan informasi publik di bidang politik, hukum, keamanan, perekonomian dan kesejahteraan rakyat.

· Pelaksanaan penyediaan informasi publik di bidang politik, hukum, keamanan, perekonomian dan kesejahteraan rakyat.

· Pelaksanaan penyebaran informasi publik di bidang politik, hukum, keamanan, perekonomian dan kesejahteraan rakyat, secara langsung kepada masyarakat maupun melalui media komunikasi.

· Pelaksanaan koordinasi penyediaan dan penyebaran informasi publik di bidang politik, hukum, keamanan, perekonomian dan kesejahteraan rakyat.  

· Pelaksanaan pengelolaan pendapat umum atau opini publik.

· Pelaksanaan Administrasi Badan

Sasaran

· Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan informasi publik di bidang politik, hukum, keamanan, perekonomian dan kesejahteraan rakyat yang terpercaya sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

· Berkembangnya sistem dan metoda pelayanan informasi publik yang efisien dan efektif oleh instansi/lembaga penyedia informasi publik melalui sinergi kerjasama layanan.

· Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap instansi/lembaga penyedia informasi publik baik di tingkat pusat maupun daerah.  

· Meningkatnya kualitas pengelolaan pendapat umum sebagai bahan perumusan kebijakan pemerintah dan upaya respons atas isu yang berkembang di masyarakat berkaitan dengan kebijakan pemerintah.  

1.2 
Visi dan Misi 

   1.2.1
Visi dan Misi Departemen Komunikasi dan Informatika Jakarta

              A. Visi Departemen Komunikasi dan Informatika adalah :

”Terwujudnya masyarakat informasi yang sejahtera melalui penyelenggaraan komunikasi dan informatika yang efektif dan efisien dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

            B. Misi Departemen Komunikasi dan Informatika Jakarta

                 Misi Departemen Komunikasi dan Informatika Jakarta adalah :

1. Meningkatkan kapasitas layanan informasi dan pemberdayaan potensi masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat berbudaya informasi.

2. Meningkatkan daya jangkau infrastruktur pos, komunikasi dan informatika untuk memperluas aksesibilitas masyarakat terhadap informasi dalam rangka mengurangi kesenjangan informasi.

3. Mendorong peningkatan aplikasi layanan publik dan industri aplikasi telematika dalam rangka meningkatkan nilai tambah layanan dan industri aplikasi.

4. Mengembangkan standardisasi dan sertifikasi dalam rangka menciptakan iklim usaha yang konstruktif dan kondusif di bidang industri komunikasi dan informatika.

5. Meningkatkan kerjasama dan kemitraan serta pemberdayaan lembaga komunikasi dan informatika pemerintah dan masyarakat.

6. Mendorong peranan media massa dalam rangka meningkatkan informasi yang beretika dan bertanggung jawab serta memberikan nilai tambah pembangunan bangsa.

7. Meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan dalam rangka menciptakan kemandirian dan daya saing bidang komunikasi dan informatika.

8. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) bidang komunikasi dan informatika dalam rangka meningkatkan literasi dan profesionalisme.

9. Meningkatkan peran serta aktif Indonesia dalam berbagai fora internasional di bidang komunikasi dan informatika dalam rangka meningkatkan citra positif bangsa dan negara.

10. Meningkatkan kualitas pengawasan menuju terselenggaranya kepemerintahan yang baik (good governance).

 1.3
Tugas & Fungsi Departemen Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut:

Guna mendukung berjalannya roda  pelaksanaan tugas dan fungsi, maka Departemen Komunikasi dan Informatika Jakarta mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut : 

    1.3.1
Tugas Departemen Komunikasi dan Informatika adalah :

Membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang    komunikasi dan informatika.

1.3.2
 Fungsi Departemen Komunikasi dan Informatika adalah :

· Perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika yang meliputi pos, telekomunikasi, penyiaran, teknologi informasi dan komunikasi, layanan multimedia dan diseminasi informasi;

· Pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya;

· Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggungjawabnya;

· Pengawasan atas pelaksanaan tugasnya;

· Penyampaian hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.

1.4
Sruktur Departemen Komunikasi dan Informatika Jakarta


Untuk memberi arah kerja yang teratur, setiap perusahaan / Instansi memerukan adanya struktur, demikian dengan Departemen Komunikasi dan Informatika. Untuk lebih jelasnya, struktur dalam di lihat sebagai berikut 
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Struktur Depkominfo

Sumber : redaksi@bipnewsroom.info

Penempatan dan staf Departemen Komunikasi dan Informatika Jakarta 


Dimulai dari Menteri Komunikasi dan Informatika sebagai kedudukan tertinggi di Departemen komunikasi dan informatika Jakarta, mempunyai para Staf Ahli dan membawahi segenap komponen karyawan Depkominfo.

a.
Staf Ahli

· Staf Ahli Bidang Media Massa

· Staf Ahli Bidang Hubungan Internasional dan Kesenjangan Digital

· Staf Ahli Bidang Hukum

· Staf Ahli Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat

· Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Kemitraan

Sekertaris Jenderal

· Biro Perencanaan

· Biro Kepegawaian dan Organisasi

· Biro Keuangan

· Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri

· Biro Umum 

· Pusat Data

· Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat

· Pusat Sarana Teknik Telematika

· Pusat Diklat Pegawai

Inspektorat  Jenderal

· Sekretariat Itjen

· Inspektorat I

· Inspektorat II

· Inspektorat III

· Inspektorat IV

Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi

· Sekretariat Ditjen

· Direktorat Pos

· Direktorat Telekomunikasi

· Direktorat Pengelolaan Spektrum Frekuensi Radio

· Direktorat Standarisasi Pos dan Telekomunikasi

· Direktorat Kelembagaan Internasional Pos dan Telekomunikasi

Direktorat Jenderal Aplikasi Telematika

· Sekretariat Ditjen

· Direktorat E-Goverment

· Direktorat E-Business

· Direktorat Sistem Informasi, Perangkat Lunak dan Konten

· Direktorat Pemberdayaan Telematika

· Direktorat Standarisasi dan Audit Aplikasi Telematika

Direktorat Jenderal Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi

· Sekretariat Ditjen

· Direktorat Sarana Teknologi Komunikasi

· Direktorat Kelembagaan Komunikasi Sosial

· Direktorat Kelembagaan Komunikasi Pemerintah

· Direktorat Standardisasi Penyiaran dan Media

· Direktorat Usaha Penyiaran

Badan Litbang Sumber Daya Manusia

· Sekretariat Badan Litbang SDM

· Pusat Penelitian dan Pengembangan Pos dan Telekomunikasi

· Pusat Penelitian dan Pengembangan Aplikasi Telematika, Sarana Komunikasi, dan Diseminasi Informasi

· Pusat Pengembangan Literasi Komunikasi dan Informatika

· Pusat Pengembangan Profesi Komunikasi dan Informatika

Badan Informasi Publik

· Sekretariat Badan Informasi Publik

· Pusat Informasi Politik, Hukum dan Keamanan

· Pusat Informasi Perekonomian

· Pusat Informasi Kesejahteraan Rakyat

· Pusat Pengelolaan Pendapat Umum

1.5
Kedudukan, Tugas Dan Fungsi

a. Sekertaris Jendral

Kedudukan :

· Sekretariat Jenderal adalah unsur yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri.

· Sekretariat Jenderal dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal.

Tugas :

· Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Departemen.

Fungsi :

· Koordinasi kegiatan Departemen

· Penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Departemen

· Penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan Kementerian Koordinator, Kementerian Negara, Departemen lain, Lembaga Pemerintah Non-Departemen, dan Lembaga lain yang terkait

· Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri.

b. Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi

Kedudukan :

· Meningkatkan kualitas pengaturan dan sumber daya manusia 

· Meningkatkan pemerataan pelayanan ke seluruh pelosok nusantara 

· Meningkatkan iklim usaha dan peran serta masyarakat 

· Meningkatkan jenis dan kualitas pelayanan jasa 

· Mendorong optimalisasi penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan yang tepat guna 

· Meningkatkan pembinaaan potensi pos,telekomunikasi dan informatika.

Fungsi :

Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, berwenang merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi di bidang pos dan telekomunikasi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud di atas Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi menyelenggarakan fungsi :

· Penyiapan perumusan kebijaksanaan Departemen Komunikasi dan Informatika di bidang pos, telekomunikasi dan informatika, spektrum frekuensi radio dan orbit satelit. 

· Pelaksanaan kebijakan di bidang pos, telekomunikasi dan informatika, spektrum frekuensi radio dan orbit satelit. 

· Perumusan standardisasi, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pos, telekomunikasi dan informatika, spektrum frekuensi radio dan orbit satelit. 

· Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi. 

Selama ini, Ditjen Postel 3 (tiga) fungsi pokok di bidang penyelenggaraan pos dan telekomunikasi nasional,yaitu: pengaturan, pengawasan dan pengendalian. Fungsi pengaturan meliputi kegiatan yang bersifat umum dan teknis operasional yang antara lain diimplementasikan dalam bentuk pengaturan perizinan dan persyaratan dalam penyelenggaraan pos dan telekomunikasi. Fungsi pengawasan merupakan suatu fungsi dari Ditjen Postel untuk memantau
Tugas :

Tugas Pokok Direktorat Jenderal Postel ialah : menyelenggarakan sebagian tugas pokok Departemen Perhubungan di bidang Pos dan Telekomunikasi berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri. 

Kemudian dalam pasal 614 dijelaskan : Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 613 Direktorat Jenderal mempunyai fungsi : 

· Perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perijinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri dan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. 

· Pelaksanaan sesuai dengan tugas pokok Direktorat Jenderal Postel dan berdasarkan peraturan dan perundangan yang berlaku. 

· Pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas pokok Direktorat Jenderal Postel sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh menteri serta berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. 

     Fungsi lain dari Direktorat Jenderal Postel adalah fungsi bimbingan dan pembinaan serta sekaligus pengawasan terhadap kedua perusahaan antara lain berbentuk : 

a. Bidang Operasi Pos dan Giro : 

1. Penelaahan dan penilaian penyelenggaraan dinas pos dan giro. 

2. Pembinaan dan pengawasan ketepatgunaan perhubungan pos, yang meliputi pertukaran dan pengangkutan suratpos dan paketpos di dalam dan ke luar negeri serta penyelenggaraan dinas Pos dan Giro. 

3. Penelitian dan pengawasan terhadap penyelesaian kecurangan-kecurangan dan penindakannya dalam penyelenggaraan dinas pos. 

4. Penyusunan kebijaksanaan penetapan tarif Pos dan Giro.

b. Bidang Telekomunikasi : 

1. Penelaahan dan penilaian penyelenggaraan operasional telekomunikasi. 

2. Pembinaan dan pengawasan ketepatgunaan dan kedayagunaan penyelenggaraan lalu lintas telekomunikasi. 

3. Penyusunan kebijaksanaan penetapan tarip telekomunikasi. 

4. Penelitian dan penelaahan teknis dan sistem telekomunikasi, meliputi antara lain penerapan kemajuan teknologi telekomunikasi. 

5. Pembinaan dan Pengawasan pembukuan peralatan dan teknis pemeliharaan peralatan telekomunikasi. 

6. Penelitian dan pembinaan teknis rencana pembangunan telekomunikasi. 

7. Penyelenggaraan pencatatan dan pengawasan penggunaan frekuensi. 

c. Bidang Administrasi : 

1. Bimbingan dan pembinaan tenaga kerja pada perum Pos dan Giro dan Perum Telekomunikasi meliputi masalah-masalah penggajian, career planing, formasi dan manpower planing. 

2. Penelaahan Rencana Anggaran Belanja. 

3. Bimbingan dan pembinaan terhadap materiil, keuangan, hukum, dan organisasi.

c. Badan Informasi Publik

Kedudukan :

Secara nasional, pemerintah terus memegang komitmen dalam fasilitasi serta pengembangan layanan informasi publik sesuai dengan amanat Pasal 28 F UUD 1945. Informasi publik kian penting artinya dalam menghadapi tantangan pembentukan karakter bangsa di tengah pergaulan dunia global. 

Badan Informasi Publik Departemen Komunikasi dan Informatika dibentuk untuk mengelola informasi guna kebutuhan seluruh elemen bangsa dan negara. Sejak awal dibentuk, Badan Informasi Publik berupaya mengembangkan layanan di bidang komunikasi dan informasi secara tepat dan sinergis dengan perkembangan teknologi yang ada.

Tugas :

Badan Informasi Publik memiliki tugas melaksanakan pelayanan informasi publik. 

Fungsi :

· Perumusan kebijakan teknis pengelolaan informasi publik di bidang politik, hukum, keamanan, perekonomian dan kesejahteraan rakyat.

· Pelaksanaan penyediaan informasi publik di bidang politik, hukum,          keamanan, perekonomian dan kesejahteraan rakyat.

· Pelaksanaan penyebaran informasi publik di bidang politik, hukum, keamanan, perekonomian dan kesejahteraan rakyat, secara langsung kepada masyarakat maupun melalui media komunikasi.

· Pelaksanaan koordinasi penyediaan dan penyebaran informasi publik di bidang politik, hukum, keamanan, perekonomian dan kesejahteraan rakyat.  

· Pelaksanaan pengelolaan pendapat umum atau opini publik.

· Pelaksanaan Administrasi Badan

Sasaran :

· Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan informasi publik di bidang politik, hukum, keamanan, perekonomian dan kesejahteraan rakyat yang terpercaya sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

· Berkembangnya sistem dan metoda pelayanan informasi publik yang efisien dan efektif oleh instansi/lembaga penyedia informasi publik melalui sinergi kerjasama layanan.

· Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap instansi/lembaga penyedia informasi publik baik di tingkat pusat maupun daerah.  

· Meningkatnya kualitas pengelolaan pendapat umum sebagai bahan perumusan kebijakan pemerintah dan upaya respons atas isu yang berkembang di masyarakat berkaitan dengan kebijakan pemerintah.  

d.   Badan Litbang Sumber Daya Manusia

Tugas :

· Melaksanakan Penelitian dan Pengembangan di Bidang Komunikasi, Informatika dan Sumber Daya Manusia

Fungsi :

· Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Bidang Pos dan Telekomunikasi.

· Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Bidang Aplikasi Telematika, Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi.

· Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Bidang Literasi Komunikasi dan Informatika.

· Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Bidang Profesi Komunikasi dan Informatika.

· Pelaksanaan Urusan Administrasi Badan.

e.  Inspektorat Jenderal

Susunan Organisasi :

· Sekretariat Inspektorat Jenderal

· Inspektorat I

· Inspektorat II

· Inspektorat III

· Inspektorat IV

Kedudukan :

· Inspektorat Jenderal adalah unsur pengawasan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

· Inspektorat Jenderal dipimpin oleh seorang Inspektur Jenderal.

Tugas :

· Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Departemen.

Fungsi :

· Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan

· Pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan dan pengawasan untuk tujuan tertentu atas petunjuk Menteri

· Pelaksanaan urusan administrasi Inspektorat Jenderal

· Penyusunan laporan hasil pengawasan.

f.   Direktorat Jenderal Aplikasi Telematika

Kedudukan :

·  Direktorat Jenderal Aplikasi Telematika adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Departemen di bidang Aplikasi Telematika yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menter

· Direktorat Jenderal Aplikasi Telematika dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal

Tugas :

·  Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang aplikasi telematika.

Fungsi :

·  Penyiapan perumusan kebijakan di bidang e-government, e-business, perangkat lunak dan konten, pemberdayaan telematika serta standardisasi dan audit aplikasi telematika;

· Pelaksanaan kebijakan di bidang e-government, e-business, perangkat lunak dan konten, pemberdayaan telematika serta standardisasi dan audit aplikasi telematika;

· Perumusan dan pelaksanaan kebijakan kelembagaan internasional di bidang e-government, e-business, perangkat lunak dan konten, pemberdayaan telematika serta standardisasi dan audit aplikasi telematika;

· Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang e-government, e-business, perangkat lunak dan konten, pemberdayaan telematika serta standardisasi dan audit aplikasi telematika;

· Pembangunan, pengelolaan dan pengembangan infrastruktur dan manajemen aplikasi sistem informasi pemerintahan pusat dan daerah;

· Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi;

· Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Aplikasi Telematika

g.   Direktorat Jenderal Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi


Kedudukan :

· Direktorat Jenderal Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri.

· Direktorat Jenderal Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal.

Tugas :

· Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang sarana komunikasi dan diseminasi informasi.

Fungsi :

· Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyiaran, pemberdayaan kelembagan komunikasi sosial, hubungan kelembagaan komunikasi pemerintah, hubungan kelembagaan komunikasi pemerintah daerah, dan kemitraan media

· Pelaksanaan kebijakan di bidang penyiaran, pemberdayaan kelembagan komunikasi sosial, hubungan kelembagaan komunikasi pemerintah, hubungan kelembagaan komunikasi pemerintah daerah, dan kemitraan media

· Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang penyiaran, pemberdayaan kelembagan komunikasi sosial, hubungan kelembagaan komunikasi pemerintah, hubungan kelembagaan komunikasi pemerintah daerah, dan kemitraan media

· Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi

· Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi.

1.6
Struktur  Divisi atau Humas

Secara struktural Badan Informasi Publik terdiri atas sekretariat dan empat pusat, yakni Pusat Informasi Politik, Hukum dan Keamanan; Pusat Informasi Perekonomian; Pusat Informasi Kesejahteraan Rakyat; dan Pusat Pengelolaan Pendapat Umum. Untuk mengembangkan kualitas dan jangkauan layanan, Badan Informasi Publik juga mengembangkan sinergi layanan dengan Pusat Informasi dan Humas.

Gambar 1.2

Struktur divisi atau Humas
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Sumber : redaksi@bipnewsroom.info

Selain sinergi, upaya dukungan penyebarluasan informasi kebijakan pemerintah juga dilakukan melalui pengembangan sistem pengelolaan dan pelayanan informasi secara fungsional dalam bentuk divisi-divisi. Divisi-divisi ini bekerja langsung di bawah koordinasi Kepala Badan.

Distribusi informasi yang dikelola disebarluaskan ke seluruh departemen, BUMN, LPND, pemerintah daerah di Indonesia, perwakilan negara asing, kalangan pengelola media massa, dan masyarakat umum sebagai upaya membuka akses publik seluas-luasnya terhadap informasi pemerintah

Divisi-divisi

Dalam Badan Informasi Publik terdapat Divisi-Divisi yang menunjang fasilitasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai penyampai Informasi di Departemen Komunikasi dan Informatika 

· Divisi fasilitasi

Divisi merupakan divisi yang berfungsi untuk memberikan dukungan administratif dan teknis serta bentuk dukungan lainnya sesuai dengan kebutuhan teknis operasional pada masing-masing divisi yang ada di bawah koordinasi Badan Informasi Publik.

· Divisi Layanan Informasi 

Divisi ini dirancang sebagai penyedia dan pelayan informasi publik di bidang Polhukam, Perekonomian dan Kesra. Disamping itu juga memberikan layanan informasi di bidang teknologi informasi serta penyediaan forum guna penjaringan aspirasi masyarakat yang bersifat stasioner. 

· Informasi Audio Visual 

Divisi ini mengolah dan menyajian informasi dalam bentuk media audio, visual, dan audio-visual. Informasi publik yang disajikan menyangkut negara, pemerintah dan kebijakan ini dapat diakses oleh masyarakat luas melalui mekanisme tertentu. Pengembangan divisi ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan informasi publik untuk kebutuhan radio, foto dokumentasi, film dokumenter, dalam kemasan hardcopy maupun softcopy. 

· Kominfo Database 

Divisi Bank Data bekerja mengumpulkan informasi untuk diolah dan disajikan dalam bentuk fakta dan data berkaitan dengan negara, pemerintah dan masyarakat Indonesia. Divisi ini dirancang sebagai database tentang kebijakan publik yang nantinya bisa diakses oleh masyarakat luas dengan mekanisme tertentu.

Dalam aktifitasnya Badan informasi Publik mempunyai beberapa ruangan yang berfungsi sebagai ruangan divisi Monitoring yang di sebut Kominfo Monitoring Room dan ruangan  divisi penunjang informasi yang di sebut Kominfo Newsroom. Berikut gambar ruangan tersebut.

Gambar 1.3

Kominfo Monitoring Room
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Sumber : monitoring@bipnewsroom.info

January 29, 2009, 2:09 pm

Divisi Kominfo Monitoring Room bekerja memantau perkembangan isu publik dari berbagai media komunikasi dan secara langsung di lapangan menyangkut negara, pemerintah, dan masyarakat di bidang Polhukam, Perekonomian dan Kesra. Hasil pantauan dan analisis isu publik disajikan setiap hari (Monitoring Isu Publik) dan mingguan (Analisis Kecenderungan Isu Publik).  

Hasil pantauan ini disebarkan secara terbatas kepada seluruh departemen dan instansi LPND. Bentuknya dikemas secara online dalam website dengan login name khusus, e-mail langsung dan versi cetak (terbatas). Hasil kerja divisi ini dirancang sebagai salah satu acuan pengambilan kebijakan publik. Sekaligus sebagai upaya untuk memperbesar akses masyarkat dalam perumusan kebijakan publik.

Gambar 1.4

Kominfo Newsroom
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Sumber : redaksi@bipnewsroom.info

Divisi Kominfo Newsroom didirikan untuk meningkatkan penyediaan informasi ketatanegaraan dan kebijakan pemerintah, baik yang berskala nasional maupun berskala lokal.  Informasi tersebut  ditujukan untuk melengkapi pemberitaan tentang kebijakan publik secara langsung kepada masyarakat secara cepat, tepat dan akurat. 

Divisi ini dikelola oleh reporter internal dan reporter magang yang bertugas melaporkan setiap kegiatan dan kebijakan masing-masing departemen/LPND yang ada. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik dan peningkatan kualitas arus informasi dari pusat ke daerah dan sebaliknya

· Media Cetak 

Dibawah ini adalah contoh gambar Tabloid “Komunika”. Tabloid penunjang informasi, hasil olahan Badan Informasi Publik Departemen Komunikasi dan Informatika Jakarta.

Gambar 1.5

Tabloid Komunika
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Sumber : komunika@bipnewsroom.infoMedia Online

January 29, 2009, 2:06 pm

Divisi Media Cetak merupakan divisi yang mengelola hasil informasi dalam bentuk cetakan (printed media) secara berkala. Saat ini yang sudah berjalan adalah penerbitan Tabloid Komunika dengan wilayah distribusi seluruh Indonesia. Divisi ini dikembangkan untuk penyebarluasan informasi dalam bentuk cetak guna kebutuhan instansi pemerintah di daerah serta masyarakat Indonesia pada umumnya. 

Divisi Media Online dirancang sebagai sebuah sistem untuk meningkatkan kualitas dan kecepatan pertukaran informasi publik berbasis teknologi informasi. Kerja Divisi Online langsung menyajikan informasi melalui jaringan internet. Informasi yang disajikan dikemas dalam bentuk berita, berita analisis, artikel, dan beberapa jenis sajian informasi tulisan maupun grafis. Melalui divisi ini disajikan informasi hasil olahan Kominfo Newsroom serta hasil pengembangan jaringan pemberitaan online dari situs pemeritah daerah yang untuk disajikan secara nasional dan internasional. Divisi Media Online saat ini mengelola updating content berita di tiga situs, yakni www.indonesia.go.id.  www.depkominfo.go.id, dan situs www.bipnewsroom.info.

1.7
Job Deskription

[image: image5.jpg]STRUKTUR ORGANISAST
"DEPARTEMEN KOMUNIEAS D AN INFURMA TIA

= Sromm | [ Em
ot | |
ot

DrREETORA
PRI CL A T
SPERTHINFRAKTELG! SO B
e [P
i G
DRETORT EoeTe
TS || e
DRI
STADARBSTROS DAY BT
TEL KOS pmcmoL
DEBETORAT
KB AGAAY
INTERNASITNAT D05
DA TELERCMONKAST




Berikut ini adalah bagan penempatan staf tempat penulis melaksanakan pkl.

Sumber : redaksi@bipnewsroom.info
Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan layanan informasi;

b. Pelaksanaan kehumasan;

c. Pelaksanaan dokumentasi dan perpustakaan;

d. Pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga pusat

Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat terdiri dari

a. Bidang Pelayanan Informasi

b. Bidang Hubungan Masyarakat;

c. Subbagian Tata Usaha

Bidang Pelayanan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi. Bidang Pelayanan Informasi menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan dan pelaksanaan  layanan informasi kepada publik melalui media baru;

b. Penyiapan dan pelaksanaan layanan informasi kepada publik melalui media konvensional;

c. Pelaksanaan pendokumentasian dan perpustakaan

Bidang Pelayanan Informasi terdiri dari

a. Subbidang Media Baru;

b. Subbidang Media Konvensional;

c. Subbidang Dokumentasi dan Perpustakaan.

1) Subbidang Media Baru mempunyai tugas melakukan penyiapan

2) Subbidang Media Konvensional mempunyai tugas melakukan  penyiapan

3) Subbidang Dokumentasi dan Perpustakaan  mempunyai tugas melakukan pengelolaan

Bidang Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan komunikasi berbagai kebijakan departemen dan hasil pelaksanaannya kepada publik melalui media massa. Bidang Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan publikasi dan komunikasi  antara pimpinan dan media massa;

b. Pelaksanaan penyiapan dan penyelenggaraan liputan pers, jumpa pers, wawancara dan kunjungan pers;

c. pelaksanaan penyiapan dan pemantauan  opini publik serta penyusunan perkembangan opini publik tentang departemen;

d. pelaksanaan pemeliharaan jaringan komunikasi internal dan eksternal departemen

Bidang Hubungan Masyarakat terdiri dari :

a. Subbidang Publikasi;

b. Subbidang  Analisis Berita dan Pengelolaan Opini Publik;

c. Subbidang  Hubungan Internal dan Eksternal.

1) Subbidang Publikasi  mempunyai  tugas melakukan penyiapan, pelaksanaan, publikasi serta pemeliharaan jaringan komunikasi departemen dengan media massa

2) Subbidang Analisa Berita dan Pengelolaan Opini Publik mempunyai tugas  melakukan pemantauan opini publik dan perkembagan opini publik tentang departemen

3) Subbidang  Hubungan Internal dan Eksternal mempunya tugas melakukan pembinaan jaringan komunikasi internal dan eksternal.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Kelompok Jabatan Fungsional pada Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat  mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang diangkat dan diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Kepala Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat.

3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.8 
Sarana dan Prasarana

Guna mendukung kelancaran tugas-tugas kegiatan PIH (Pelayanan Informasi dan Humas) di perlukan sarana dan prasarana (Alat Peraga), untuk lebih jelasnya sarana dan prasarana tersebut dapat dilihat pada tabel 1.1 dan 1.2 berikut.

Tabel 1.1

Sarana 

	N0.
	Uraian 
	Jumlah 
	Ket.

	1.
	Gedung 
	2
	Baik 

	2.

3.
	Ruang kerja

·  Ruang pimpinan

- Ruang staff

Kantin 
	3
6

1
	Baik 

Baik 

Baik 

	4.
	Musholla 
	1
	Baik 

	5.
	Toilet 
	3
	Baik 

	6.
	Gudang 
	1
	Baik 

	7.
	Lapangan Parkir
	1
	Baik 


Tabel 1.2

Prasarana 

	Nama Barang
	Jumlah
	Keterangan

	Meja
	13
	Baik

	Kursi
	24
	Baik

	Komputer
	11
	Baik

	Komputer touch screen
	4
	Baik

	Printer
	6
	Baik

	Lemari
	3
	Baik

	Mesin Fotocopy
	2
	Baik

	Mesin penjilid
	1
	Baik

	Dispenser
	2
	Baik

	Telephone
	2
	Baik

	AC
	4
	Baik

	Kamera
	1
	Baik

	Tv plasma
	3
	Baik

	Big screen
	1
	Baik

	Partisi photo
	27
	Baik

	White board 
	12
	Baik

	Televisi
	3
	Baik


Sumber : Pusat Informasi dan Humas Depkominfo

1.9
Lokasi dan Waktu PKL

1.9.1 
Lokasi PKL

Lokasi Departemen Komunikasi dan informatika tempat penulis melaksanakan PKL berada di Jalan Medan Merdeka No. 9 Jakarta 10110 telp. (021) 3504042 .

Call Center : 0800-1-5678-77

Website : http://www.depkominfo.go.id   e-mail  : pih@depkominfo.go.id

1.9.2
Waktu PKL


Penulis melaksanakan PKL di mulai pada tanggal 6 juli 2009 sampai dengan tanggal 1 agustus 2009. Kurang lebih pelaksanaan berjumlah 1 bulan, dengan ketentuan pada hari kerja Senin-Jum’at.

LAPORAN PRAKTEK  KERJA LAPANGAN

 DI DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN 

INFORMATIKA JAKARTA

Diajukan sebagai bukti telah melaksanakan praktek kerja lapangan (PKL)

Oleh :

S a k i n a h

NIM : 41806011
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Gambar 1.6


Penempatan staf di lingkungan PIH
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